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Perbuatan LGBT semakin marak terjadi di Indonesia, menimbulkan adanya
pro dan kontra di kalangan masyarakat. LGBT dianggap sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berkembang di
masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan akan membahayakan moral dari generasi
Indonesia di masa depan jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Konstitusi
Indonesia. Mengingat, di Indonesia belum ada peraturan yang secara Khusus
mengatur pelarangan terhadap perbuatan tersebut, mengakibatkan adanya desakan
dari sebagian besar masyarakat kepada Pemerintah untuk melakukan pembentukan
undang-undang yang secara tegas dan jelas terhadap pelarangan LGBT di
Indonesia. Guna mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat dan sebagai
upaya preventif dalam rangka pencegahan perkembangan perbuatan LGBT.

Penelitian ini  bermaksud untuk mengkaji politik hukum terhadap
pengaturan LGBT di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan figh
siyasah, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: Pertama, bagaimana
urgensitas pengaturan Lesbian, Gay, Bieseksual dan Transgender (LGBT) di
Indonesia?. Kedua, bagaimana konstruksi pengaturan yang ideal terhadap
perbuatan LGBT di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan figh siyasah?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan
(statue approach), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika hukum yang dihadapi
dalam penelitian ini. Teknik pegumpulan data yang digunakan ialah teknik
dokumentasi atau studi dokumen berupa bahan-bahan hukum atau dokumen
hukum. Teknik analisis datanya dilakukan melalui teknik Content Analysis guna
memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) pengaturan terhadap perilaku
LGBT di Indonesia terdapat urgensi untuk dilakukan. Perilaku LGBT merupakan
perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan
Amanat UUD 1945. Jika kekosongan hukum ini terus dibiarkan berlarut-larut akan
menjadikan adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian
peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat yang lebih jauh lagi akan
mengakibatkan adanya suatu kekacauan hukum (rechtverwarring). 2). Dari tinjauan
hukum positif, Dalam rangka perumusan konstruksi pengaturan yang terhadap
perbuatan LGBT di Indonesia, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan
terhadap beberapa pasal yang berkaitan dengan perbuatan LGBT agar dapat
mencakup pelarangan secara menyeluruh segala bentuk praktik LGBT di Indonesia.
Sedangkan dalam kajian figh siyasah, LGBT dihukumi haram oleh para ulama yang

XVi



di dasarkan pada dalil Al-Qur’an dan Hadits Nabi, serta harus diatur pelarangan dan
diberikan hukuman yang tegas terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan untuk
rumusan pengaturannya dibebankan kepada pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menerapkan
prinsip jaminan atas hak-hak asasi manusia dari setiap anggota masyarakat dan
persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan
stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.
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LGBT acts are increasingly common in Indonesia, giving rise to pros and
cons among the public. LGBT is considered as an act that is contrary to religious
norms and decency norms that develop in society. In addition, it is feared that it will
endanger the morale of future generations of Indonesia if these actions are not
regulated in the Indonesian Constitution. Considering that in Indonesia there are no
regulations that specifically regulate the prohibition of these acts, it has resulted in
pressure from the majority of the public for the government to establish laws that
are firm and clear against the prohibition of LGBT in Indonesia. In order to fill the
legal vacuum that exists in society and as a preventive effort in the context of
preventing the development of LGBT acts.

This study intends to examine the legal politics of LGBT regulation in
Indonesia based on the perspective of positive law and siyasa figh, so the
formulation of the problem posed is: First, what is the urgency of regulating
Lesbian, Gay, Biesexual and Transgender (LGBT) in Indonesia?, Second, what is
the ideal construction of LGBT actions in Indonesia in terms of positive law and
figh siyasah?

The research method used in this study is a normative legal research method
through a statutory approach, namely an approach carried out by examining all laws
and regulations related to legal problems encountered in this study. The data
collection technique used is documentation or document study in the form of legal
materials or legal documents. The data analysis technique is carried out through the
Content Analysis technique in order to obtain conclusions from the research
conducted.

The research results obtained are: 1) there is an urgency to regulate LGBT
behavior in Indonesia. LGBT behavior is behavior that deviates from the values
contained in Pancasila and the mandate of the 1945 Constitution. If this legal
vacuum is allowed to drag on, it will lead to legal uncertainty (rechtsonzekerheid)
or uncertainty in existing laws and regulations in society, even further will result in
a legal chaos (rechtverwarring). 2). From a positive legal review, in the context of
formulating the construction of appropriate regulations for LGBT actions in
Indonesia, this can be done by amending several articles related to LGBT actions
so that they include the prohibition of all forms of LGBT practices in Indonesia.
Meanwhile, in the study of siyasa figh, LGBT are condemned as unlawful by the
scholars based on the arguments of the Qur'an and the Prophet's Hadith, and must
be regulated for prohibition and given strict punishment for such actions.
Meanwhile, the regulatory formulation is borne by the government as the holder of
the power to form laws and regulations, by applying the principle of guaranteeing
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the human rights of every member of society and equality of all people before the
law, without discriminating against social stratification, wealth, education and
religion.
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